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DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Empiris Pada UPT Badan Pendapataan
Daerah Serpong Provinsi Banten)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghasilan, tingkat
kesadaran, tingkat pemahaman, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan biaya
kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Sampel dalam penelitian
ini berjumlah 98 wajib pajak yang terdaftar di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Serpong. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi
linier berganda. Penghasilan tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan)
terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,314 > 0,05.
Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang
ditunjukan dengan nilai sig 0,003 < 0,05. Pemahaman tidak berpengaruh (secara
statistik tidak signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan
dengan nilai sig 0,992 > 0,05. Sosialisasi tidak berpengaruh (secara statistik tidak
signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai sig
0,875 > 0,05. Sanksi tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap
kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,259 > 0,05. Biaya
kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang
ditunjukan dengan nilai sig 0,018 < 0,05.

Kata kunci: penghasilan, kesadaran, pemahaman, sosialisasi, sanksi, biaya
kepatuhan.

Abstract

The study aims to determine the influence of earnings, level of consciousness,
level of understanding, socialization of taxes, tax sanctions, and the cost of
compliance with taxpayer compliance in paying the taxes of motor vehicles. This
research is a quantitative study of the samples in this study amounting to 98
taxpayers registered in the technical implementation Unit of Serpong district. The
data analysis techniques used in this study were multiple linear regression.
Earnings do not affect (statistically insignificant) to the taxpayer's compliance
indicated with a value of sig 0.314 > 0.05. Awareness of the significant impact of
taxpayer compliance with the value of Sig 0.003 < 0.05. The understanding has no
effect (statistically not significant) to the taxpayer's compliance indicated with a
value of sig 0.992 > 0.05. Socialization has no effect (statistically insignificant) to
compliance The taxpayer indicated with a value of sig 0.875 > 0.05. Sanctions
have no effect (statistically not significant) against taxpayer compliance indicated
with a value of sig 0.259 > 0.05. The cost of compliance has a significant effect
on the taxpayer's compliance with the value of sig 0.018 < 0.05.

Keywords: income, awareness, understanding, socialization, sanctions,
compliance costs.



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber
penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan
menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran
negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin Negara (Gunadi, 2012:5). Oleh
karena itu upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat
baik dari subjek ataupun pajak yang ada.

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu
bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh unit pelaksana teknis (UPT) untuk
melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi
meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan
sumber pendapatan asli daerah.

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan
masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya.
Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi, seperti
kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan
telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan
sehari-hari.Oleh sebab itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan
bermotor untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi mereka pun menjadi
semakin meningkat.Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin
meningkat ini, menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pun
semakin meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu
daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh
dalam memenuhi kewajibannya.Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan
jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Tangerang terutama di daerah Serpong,
seharusnya penerimaan pajak ini bisa tetap optimal setiap tahunnya, mengingat

pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya



cukup besar. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sebab tidak optimalnya
penerimaan pajak tersebut.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalinkan beberapa pajak yang semula
ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak
yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencangkup kendaraan.
Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin
besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah
dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk
memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah www.djpk.depkeu.go.id.

Adapun faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal
melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan
untuk membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap
sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan
ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan
dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan
pemerintah. Pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil
pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang
bersifat dipaksakan dan terutang (Siahaan, 2004). Dengan pajak pemerintah dapat
mendanai dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah
sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal

pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib
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pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan
masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummabh,
2015). faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang
penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak.

Menurut Carolina (2009:7) faktor pemahaman pajak sebagai dasar informasi
yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan
untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajibannya dibidang perpajakan. Andriani (2000:25), lebih lanjut
menguraikan bahwa pemahaman perpajakan adalah pemahaman mengenai konsep
ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia
mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang,
pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut
Tawas, Poputra, & Lambey (2016), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan
diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif
sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan
wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor
publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan
pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak.Jadi,
denganmelakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan
memahamiperpajakan terutama Pajak Kendaraan Bermotor. Jika sosialisasi pajak
dijalankanpemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.Selain sosialisasi pajak cara lain yang dapat dilakukan adalah
denganmelakukan pengenaan sanksi pajak.

Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintahdengan memberikan sanksi
kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak
kendaraan bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut
dibuktikandengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar
pajak kendaraan bermotornyanya yanglewat dari jadwal yang ditentukan.

Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapatmemberikan efek jera kepada wajib



pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksipajak yang diterapkan oleh
pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, sepertidenda dan mempersulit
kepengurusan administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat
sebelum membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornyanya. Pengenaan
sanksiperpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya
kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak itu sendiri. Sapriadi (2013:3) Sanksi pajak yang tegas tentunya akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apapun upaya pemerintah dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalammembayar pajak tetap tidak akan
membuat wajib pajak patuh membayar pajaknya kalau bukan kesadaran wajib
pajak itu sendiri dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Haltersebut jelas
karena kesadaran merupakan sesuatu yang muncul dari hati nuraniseseorang.
Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan
secara sukarela (Syarifudin, 2016).

Dalam buku Rahayu (2006) dijelaskan bahwa biaya kepatuhan dibagi
menjadi 3 yaitu: a) Direct Money cost adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak
berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya perngarsipan, biaya tak terduga
(telepon, perjalanan), biaya pengumpulan, pembayaran, dsb. b) Time cost adalah
waktu yang dipakai oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan .
Contoh : waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu
untuk menyetorkan pajak. ¢) Psychological cost adalah kecemasan karena telah
melakukan tax evasion.

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak
terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha
patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan
biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak.



2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Sampel dalam penelitian ini
berjumlah 98 wajib pajak yang terdaftar di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Serpong. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi

linier berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pengujian hipotesis, variable penghasilan memiliki nilai signifikansi

sebesar 0,314 > 0,05. Hal ini menunjukan penghasilan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam
membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah
belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan
Saputro, Muchlis aji (2018) yang menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor.

3.2 Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pengujian hipotesis, variable tingkat kesadaran memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,003 > 0,05. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan

bermotor pasti akan membayar pajak tepat waktu. Karena wajib pajak sadar

membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan

merupakan partisipasi dalam menunjang pembangungan daerah.



Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak
memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar
pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak
secara sukarela. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan tulus dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk
pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi
ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati dan Budiartha, 2013)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani (2017) dan Susilawati
(2013) menyatakan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Yusuf Chusaeri, Nur Daiana dan Afifudin
(2015) yang menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.

3.3 Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pengujian hipotesis, variable tingkat pemahaman memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,992 > 0,05. Hal ini menunjukan tingkat pemahaman tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini berarti pemahaman perpajakan yang diterima oleh wajib pajak
kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong Provinsi Banten
tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban membayar
pajak bermotornya. Kurangnya pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang
perpajakan menunjukan bahwa masih ada wajib pajak yang belum paham atau
belum mengetahui cara menghitung tarif pajak yang dibayarkan dikarenakan
mayoritas responden belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
perpajakan, maka untuk variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Ini
merupakan tugas tambahan untuk para pemerintah daerah dan petugas SAMSAT
agar lebih meningkatkan dan menggali lagi dengan sosialisasi dan penjelasan-
penjelasan mengenai pajak kendaraan bermotor.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Kusuma Wardani
Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa tingkat pemahaman tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Tri Mulia Melvi Riantika (2015) yang
menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

3.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan pengujian hipotesis, variable sosialisasi pajak memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,875 > 0,05. Hal ini menunjukan sosialisasi pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi
perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya
melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan
kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika
pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat
akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ida
Ayu Dewi Widnyani dan Ketut Alit Suardana (2016) yang menyatakan bahwa
sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor.

3.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pengujian hipotesis, variable sanksi pajak memiliki nilai signifikansi

sebesar 0,259 > 0,05. Hal ini menunjukan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan
pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sanksi sangat diperlukan
agar tercipta kedisplinan kewajiban membayar pajak. Pengenaan sanksi harus
dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Wajib



pajak yang melanggar atau melakukan keterlambatan membayar pajak akan
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 15 bulan.

Sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah dan mendidik agar wajib
pajak tidak melanggar norma perpajakan. Akan tetapi sanksi yang diberikan
sangat ringan membuat banyak wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak
kendaraan bermotor. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak pasti akan
melihat seberapa besar sanksi yang akan diterima jika terlambat atau tidak
membayar pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh dan melihat kecilnya
sanksi yang diperoleh maka akan membuat wajib pajak tersebut tidak mematuhi
dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pranata dkk (2015)
menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpukan bahwa adanya sanksi
perpajakan tidak membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan
bermotor. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang
dilakukan Utama (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor.

3.6 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan pengujian hipotesis, variable biaya kepatuhan memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,018 > 0,05. Hal ini menunjukan biaya kepatuhan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Wajib pajak yang patuh akan berharap bahwa biaya kepatuhan pajak yang
dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditekan serendah
mungkin. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan merasa sangat dirugikan
apabila biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan sangat tinggi padahal biaya ini

muncul akibat memenuhi kewajiban perpajakannya.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utama (2013)
yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka diperoleh simpulan bahwa Penghasilan tidak berpengaruh
(secara statistik tidak signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini
ditolak. Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor.. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini
diterima. Pemahaman tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan)
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Sosialisasi tidak berpengaruh
(secara statistik tidak signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian H4 dalam penelitian ini
ditolak. Sanksi tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan
demikian H5 dalam penelitian ini ditolak. Biaya kepatuhan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor.. Dengan demikian H6 dalam penelitian ini diterima.
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